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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di 

dunia sehingga disebut sebagai negara megabiodiversity. Negara megabiodiversity adalah 

negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sebagai negara 

megabiodiversity, Indonesia juga memiliki tingkat endemik keanekaragaman hayati yang 

tinggi. Adapun dari 38.000 spesies tumbuhan, 55 persennya merupakan spesies endemik, 

sedangkan dari 512 spesies binatang menyusui, 39 persennya merupakan spesies endemik. 

Di sisi lain, dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia juga 

dinilai sebagai salah satu tempat termudah untuk menemukan kejahatan atas kehidupan liar 

(wildlife crime). Kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana disebutkan dalam data 

tersebut kontraproduktif dengan kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini 

khususnya terhadap satwa liar yang beberapa populasinya telah mengalami kepunahan. 

Satwa liar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah satwa liar yang dilindungi sebagaimana 

diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

Kondisi ini juga diperkuat dengan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, 

yaitu 137 jenis mamalia, 37 jenis reptil, 26 jenis serangga, 557 jenis burung, 20 jenis ikan, 

117 jenis tumbuhan, satu jenis dari krustasea, 5 jenis moluska, 3 jenis xiphosura (ketam 

tapal kuda), serta satu jenis amfibi, sehingga total ada 904 jenis. Status ini ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Terdapat 



 

penambahan daftar tersebut, yaitu sebanyak 226 jenis atau 24 persen dari daftar yang 

tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 (PP.7/1999), tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kehilangan atau penurunan keanekaragaman 

hayati tersebut akan berdampak pada ketersediaan pangan (food security), resiko kerusakan 

seluruh ekosistem dan kesehatan manusia akibat penyebaran penyakit yang berasal dari 

satwa (zoonosis). 

ProFauna mencatat setidaknya ada dua penyebab yang dapat mengakibatkan 

punahnya satwa liar, yaitu (a) berkurang dan rusaknya habitat serta (b) perdagangan satwa 

liar. Berkurang dan rusaknya habitat banyak diakibatkan  dari  buruknya tata kelola 

kawasan hutan, khususnya kawasan konservasi. Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat 

bahwa laju deforestasi hutan di Indonesia pada periode 2009-2013 mencapai 1,13 juta 

hektar per tahun. Hal ini mengakibatkan tekanan terhadap habitat satwa liar yang sering 

sekali membuat satwa liar keluar dari habitatnya dan masuk ke pemukiman masyarakat 

atau areal penggunaan lain. Salah satu bentuk tekanan yang saat ini masif terjadi adalah 

kebakaran hutan.  

Selain kerusakan pada habitat, penyebab lain yang mengancam kelestarian satwa 

liar adalah perdagangan satwa liar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perdagangan 

satwa liar, seperti perburuan. Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi Wildlife 

Crime Unit (WCU) pada tahun 2012-2014, 80% dari perdagangan satwa liar yang terjadi di 

Indonesia berasal dari perburuan di alam (illegal poaching). Selain itu, jumlah kasus 

kejahatan pada satwa liar dilindungi tercatat dari 106 kasus pada 2015 kemudian menjadi 

120 kasus pada 2016 dan pada tahun berikutnya 2017 menjadi 225 kasus. Adapun, kasus 

kejahatan pada satwa liar dilindungi dari 2015-2017 yang paling tinggi adalah perdagangan 

satwa liar dilindung.  



 

Sehingga guna melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem 

tindakan konservasi diperlukan. Peraturan terkait konservasi yaitu Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya. Adapun merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Pengawetan  Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999) sebagai pelaksana UU 

Nomor 5 Tahun 1990 dalam rangka menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati dari 

kepunahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan 

pengendalian dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai salah satu Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam yang dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 3, 

dalam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya mempunyai tugas penyelenggaraan 

konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang mana dalam menjalankan tugas 

tersebut menyelenggarakan fungsi salah satunya pengawasan dan pengendalian peredaran 

tumbuhan dan satwa liar. Adapun pengawasan dan pengendalian tumbuhan dan satwa liar 

di wilayah Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang dilaksanakan oleh Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan yang berada di bawah dan 

tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melaksanakan kegiatan Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Hayati. 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan dalam 

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian adapun melakukan sosialisasi berupa himbauan 

bagi masyarakat yang memelihara satwa dilindungi untuk menyerahkan satwa dilindungi 

kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sebagaimana hal ini 



 

diungkapkan oleh Komandan Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 

Sumatera Selatan dalam wawancaranya sebagai berikut. 

“Kami minta bantuan dari semua pihak yang memelihara hewan langka segera 

menyerahkan kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), 

karena sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistem mengatur larangan pemeliharaan satwa dilindungi.” (dikutip 

dari republika.co.id, tanggal 4 November 2013) 

 

Selain melakukan sosialisasi dan imbauan larangan memelihara hewan langka 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan juga rutin merazia 

pasar-pasar hewan. Razia tersebut dilakukan secara reguler guna memastikan tidak ada 

hewan yang dilindungi dijual di pasar.  

   
Gambar 1.  Petugas BKSDA Sumsel mengamankan Elang Laut di Pasar Burung 16 Ilir Palembang. 

Sumber: antarafoto.com (7 Maret 2013) 

 

Terkait kegiatan tersebut, sebagai salah kegiatan pengawasan dan pengendalian 

terhadap satwa liar dilindungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera 

Selatan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan merazia pasar hewan 

yang diindikasikan menjual binatang yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.  

Namun begitu, pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi baik dalam 

keadaan hidup maupun mati, yang mana dalam hal ini perdagangan ilegal, masih 

ditemukan di wilayah Palembang. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 



 

Sumatera Selatan menertibkan sebanyak 25 ekor satwa liar yang diawetkan hasil sitaan 

selama tahun 2016-2017, terdiri dari berbagai jenis seperti harimau sumatera, macan tutul, 

kucing hutan, burung cendrawasih, burung merak, kepala/tanduk rusa sambar, gading 

gajah, penyu sisik, tringgiling dan kambing hutan. Bahkan, baru-baru ini kembali 

ditemukan 8 ekor kukang yang diperdagangkan oleh masyarakat di Pasar 16 Ilir Kota 

Palembang. 

 
Gambar 2. Kukang yang diamankan dari perdagangan ilegal di Pasar 16 Ilir Kota Palembang  

Sumber: sumselupdate.com (23 April 2019) 

 

Hal ini menunjukkan, meskipun BKSDA Sumatera Selatan sebagai pelaksana 

teknis dalam pengawasan dan pengendalian satwa liar dilindungi, namun tidak sepenuhnya 

menghentikan pemanfaatan illegal terhadap satwa liar dilindungi di Kota Palembang 

maupun aktivitas lainnya yang dapat mengancam kepunahan bagi satwa liar dilindungi. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui 

penerapan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Melalui penelitian ini dengan 

mengidentifikasi, menganalisis dan menguraikan hasil dari penelitian mengenai penerapan 

kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan dapat menjadi penilaian dan peninjauan 

untuk kedepannya sehingga tujuan dan harapan pemerintah dapat terlaksana dengan 

semestinya. 



 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar berlakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap 

satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan? 

 

C. Tujuan 

 Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pelaksanaan teknis dalam 

pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada implementasi kebijakan 

pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah 

pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, yaitu pada bidang 

Kebijakan Publik, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan. 

b. Hasil penelitian ini diharapakan dapat memperkaya kajian konservasi 

sumber daya alam melalui pengawasan dan pengendalian terhadap satwa 

dilindungi sebagai upaya konservasi sumber daya alam. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini juga diharapakan dapat memberikan informasi mengenai 

Implementasi Kebijakan 



 

b. Memberikan tambahan rujukan atau referensi dalam pengambilan 

kebijakan. 

c. Sebagai bahan masukan bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

Sumatera Selatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian satwa 

liar dilindungi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku: 

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 

Bungin, Burhan. 2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo    

               Persada. 

Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja  

               Rosdakarya. 

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Purwanto, Erwan Agus dan  Dyah Ratih Suliastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, 

            Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah 

            Daerah. Bandung: Alfabeta. 

Wahab, Solihin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya. Malang: 

             PT. Danar Wijaya.  

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori. Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: 

            Center of Academic Publishing Service (CAPS).  

 

Peraturan perundang-undangan: 

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

            Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis 

          Tumbuhan dan Satwa. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  

           2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber  

           Daya Alam. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 

          Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  

          dan Kehutanan Nomor P/20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan 

          dan Satwa yang Dilindungi 

Sumber lainnya: 

Hilmi, Rizal. 2016. Implementasi Larangan Menyimpan, Memiliki, Memelihara Dan 

          Memperniagakan Elang Laut Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Huruf A Undang-     



 

          Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

          Ekosistemnya. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 

Antara News,”BKSDA Sumsel Imbau Warga Sukarela Serahkan Satwa Dilindungi”,  

           https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/11/04/mvp89g-bksda-sumsel- 

           imbau-warga-sukarela-serahkan-satwa-dilindungi. (diakses tanggal 25 Januari 2019) 

Mongabay,”BKSDA Sumatera Selatan Berhasil Amankan 45 Satwa Liar”, 

           https://www.mongabay.co.id/2014/10/01/bksda-sumatera-selatan-berhasil-amankan- 

           45-satwa-liar. (diakses tanggal 25 Januari 2019) 

ProFauna, “Fakta Satwa Liar di Indonesia”, http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-  

           di-indonesia#.Vj49BrcrLIU (diakses tanggal 25 Januari 2019) 

Sriwijaya Post,”BKSDA Sinyalir Jual Beli Satwa Dilindungi di Pasar 16 Ilir Masih  

           Marak”, http://palembang.tribunnews.com/2015/12/03/bksda-sinyalir-jual-beli- 

           satwa-dilindungi-di-pasar-16-ilir-masih-marak. (diakses tanggal 25 Januari 2019) 

Sumsel Update,”Jual Hewan Langka, Pedagang Serangga di Pasar 16 Ditangkap Aparat”.  

           https://sumselupdate.com/jual-hewan-langka-pedagang-serangga-di-pasar-16- 

           ditangkap-aparat/. (diakses tanggal 20 Mei 2019) 

Swarna News,”Gelar Aksi Damai, Pecinta Burung Kicau Puas Atas Putusn BKSDA”,  

           https://www.swarnanews.co.id/2018/08/14/gelar-aksi-damai-pecinta-burung-kicau- 

           puas-atas-putusan-bksda/. (diakses tanggal 27 Oktober 2019) 

 

 


	HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………….i
	HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI……………………………...ii
	HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI……………………………...iii
	KATA PENGANTAR…………………………………………………………………….iv
	MOTTO DAN PERSEMBAHAN……………………………………………………….v
	ABSTRAK…………………………………………………………………………………vi
	ABSTRACT……………………………………………………………………………….vii
	DAFTAR ISI……………………………………………………………………………..viii
	DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………x
	DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………………..xi
	DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………………..xii
	DAFTAR SINGKATAN………………………………………………………………...xiii
	BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………….1
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………………………..8
	BAB III METODE PENELITIAN……………………………………………………...25
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………………………32
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN………………………………………………….84
	DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………….89
	LAMPIRAN………………………………………………………………………………91
	1. Penelitian Terdahulu……………………………………………………………….23
	2. Fokus Penelitian…………………………………………………………………...26
	3. Satwa yang Ditertibkan BKSDA Sumatera Selatan Periode 2013-2014………….43
	4. Kegiatan Pendidikan Konservasi BKSDA Sumatera Selatan Tahun 2014-2018…44
	5. Data Tindak Pidana Kehutanan Bidang TSL Tahun 2016-2019…………………..48
	1. Petugas BKSDA Sumsel mengamankan Elang Laut di Pasar Burung 16 Ilir Palembang…………………………………………………………………………..4
	2. Kukang yang diamankan dari Perdagangan Ilegal di Pasar 16 Ilir Kota Palembang…………………………………………………………………………..5
	3. Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation……………….12
	4. Model Pendekatan  A Framework for Policy Implementation Analysis…………..14
	5. Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Satwa Liar Dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan…………………………………………………………………..22
	6. Gedung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan………………...33
	7. Kawasan Wilayah Konservasi BKSDA Sumatera Selatan………………………..34
	8. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan……37
	9. Penyerahan satwa dilindungi jenis Kukang Sumatera oleh masyarakat Kota Palembang…………………………………………………………………………44
	10. Kukang Hasil Serahan Masyarakat yang Dirawat Sementara…………………….50
	11. Pelepasan buaya muara hasil pengamanan TSL BKSDA Sumatera Selatan di Suaka Margasatwa Padang Sugihan………………………………………………………52
	12. Penempatan pegawai BKSDA Sumatera Selatan………………………………….55
	13. Pegawai BKSDA Sumatera Selatan menurut jabatan……………………………..55
	14. Pegawai BKSDA Sumatera Selatan menurut golongan…………………………..56
	15. Pegawai BKSDA Sumatera Selatan menurut umur……………………………….57
	16. Pegawai BKSDA Sumatera Selatan berdasarkan tingkat pendidikan……………..57
	17. Transportasi BKSDA Sumatera Selatan…………………………………………...60
	18. Kantor Resort Wilayah Punti Kayu………………………………………………..61
	19. Kandang-Kandang sementara/transit di Resort……………………………………61
	20. Grafik realisasi anggaran belanja BKSDA Sumatera Selatan tahun 2013-2018….64
	21. Hasil serahan masyarakat………………………………………………………….75


